LEMBARAN DAERAH
FKABUPATEN EEBUMEN

‘ NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI : NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH FABUPATEN EEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA EKERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. Memmbang

BUPATI EEBUMEN,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 fentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengens:r Desa,
maka perlu mengatur kembali tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa |

b. bahwa atac dasar pertimbangan sebagaimana






Mengingat

el

tersebut huwruf a  perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Desa.

Undang — undang Nomor 13 Talmn 1950 temtang
Pembentukan Daerah-dacrah Fabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan

emerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang

Nomor 13 Tahun 1950

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1699 Nomwor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 §,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang
Perimbangan Fleuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun
1999, Tmunbahan Lembaran Negara Nomwor
3848)

Peraturan Pemerintah Nomeor 25 Tahun 2000
tenfang Fewenangan Pemerinfah dan
Kewenangan Propinsi sebagar Dasrah Odonom
{Lembaran Negara Nomor 354 Tahun 2000,

Tambahau Lembaran Negara Nomor 3952} ;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4155},

6. Feputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tekutk Penyusunan Peratiman
Pemndaug-uwﬁiéugan dan Beniuk Rancangan
Undang-vndang,  Rancangan Peraturan
Pemerimtah, dan Rancangan Keputusan Presiden
{ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 } .

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 2002 tentang Teknik Penvusunan
Peraturan Deca dan Eeputusan Fepala Desa |

8 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

Kabupaten Eebumen Nomor 7¥EPTS-

DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Febumen






L Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
‘ PEMERINTAH DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalab Kabupaten Kebumen

!‘b)

Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Ksbumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
. Daersh Eabupaten Kebumen.
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Camat adalah Perangkat Daersh yang mempunyai wilayah kerja i
tingkat Fecamatan dalam Fabupaten Febumen.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilily kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam






. sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

8 Badan Perwsakilan Desa vang selanjutnya disebut BPD adalah
Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Eeputusan Fepala
Desa.

. 9 Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Fepala
Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

10. Keputusan Eepala Desa adalah Eeputusan yang ditetapkan oleh Eepala
Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan .

11. Persngkat Desa adalsh unsur Pemermtah Desa yang terdin dan
Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan, Unsur
Pelaksana Tekms Lapangan dan Fepala Dusun.

12. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.

13. Eepala Urusan adalah unsur Staf yang membantu tugas Selaetaris
Desa

14. Pembantiu Fepala Urusan adalah Unsur Staf membantu Kepaia Urusan.

15, Pelaksana Teknis Lapangan adalsh Unsur Pelaksana Tugas Fepala
Desa Bidang Tertentu di Desa.

. 16. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang dipimpin oleh Ke;iala Dusun.






. BAB II
SUSUNAN ORG ANISASI
PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdirt dart :

a FepalaDesa;
. b. Perangkat Desa

{2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) aruf b, terdin
dari :
a. Unsur Staf vaitu Sekretariat Desa |
b. Unsur Pelakeana Teknis Lapangan
c. Unsur Wilayah vang disebut Kepala Dusun.

{3} Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud datam ayat (2) huruf a, terdirt

dart :

a. Selaetaris Desa |
b. Kepala Urusan ;
¢. Pembantu Kepala Urusan.

{4) lamlah Fepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b,
terdiry sechkit-dikitnya 3 {tiga} dan sebanyak-banyaknva 5 {lima), t=dini

‘ dart Fepala Unsan Pemermtahan Kepala Urusan Pembangiman,

Fepala Urusan Umum, Kepala Umisan Fesejahferaan Rakyat dan
Kepala Urusan Keuangan.

{5) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Urusan dapat dibantn
oleh 1 {sain} orang Pembantu Kepala Urusan dan bertanggung jawab
kepadla Flepala Urusan.
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{6) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dapat diisi sesumi kemampuan dan
kebutuhan desa.
{7) Kepala Dusun diisi sesuai jumiah wilayah dusun yang ada

Pasal 3

Contoh Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan 3 {(figa) Kepala
Urusan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 1

‘Pemtumn Daerah ini dan merupakan bagian vang tidak terpisshkan dan
Peraturan Daerah ini.

Pazal 4

Susunan Organisasi dan Tata Ferja Pemerintah Desa ditetapkan dengan
Perataran Desa sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa setempat.

BAR I
KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI
Bagian Fesatu
Kepala Desa

‘ Pasal 5

K.epala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai -
a. Pimpinan Orgamisasi Pemerintah Desa yang berfanggungjawab dalam

menyelenggarakan vrusan Pemerintahan Desa dan wrusan Pemerintahan
Umum;
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b. Pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya

setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya

>

Pazsl 6

{1} Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban ;

a

b.
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memimpin penvelenggaraan Pemerintahan Desa ;

membina kehidupan masyarakat desa ;

membina perekonomian desa |

memelihara kefenframan dan ketertiban masyarakat desa ;

mendamaikan perselisihan masvarakat di desa ;

mewalal: desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
memnjuk knasa hukumnya

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibarmya sebagaimana dimakeud

ayat {1},  Eepala Desa mempunyai fungsi sebagai -

a
b.
¢
d

pelaksans kegiatan penyelenggaraan urusan romah tanges Desa ;
penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya ;
pelaksana tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah |
pelaksana  tugas  pembinaan  ketentraman dan ketertiban
masvarakat dega |

koordinator pelaksanaan  pemerintahan, pembangunan  dan
pembinaan kehidupan masyarakat di desa;

pelaksana wrusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam
tugas suatu instansy dan tidak termasuk wusan rumsah tangga desa.






Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 7

{1} Sekretariat Desa adalah unsur pelavanan yang berada di bawah Kepala

Desa

(2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 8

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam

penyelenggaraan pelaksanaan dan pembinaan adminigirasi pemerintahan,

pembanguaan  dan  kemasyarakatan  serta  membante  pelavanan

ketatausahaan

Pasal ¢

Untuk menyelenggarakan fugas tersebut pada Pasal 8, Sekretaris Desa
mempunyat fungsi
sebagai

a.
b.

d

pelaksana wusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;

pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan
kemasvarakaian,

koordinator kegiatan Perangkat Dessa;

pengumpul dan pengolah bahan, evaluas: data dan perumus program
seria petumjuk untuk keperfuan pembinaan penyelenggaraan tugas
pemenmiahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;






e. pelayan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan
dan kesejahiteraan masyarakat |

f penyusun program kerja tahunan dan peimmrmmya;

g pelaksana  tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Fepala Desa
perhalangan melakukan fugasnys

Pagal 10

(1) Kepala Urnsan Pemerintahan mempunyal fugas menynsun rencana,
mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan i bidang
pemerinfahan, ketentraman dan ketertiban.
(2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Kepala Urpsan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagal
a penyusun rencana dan penyelenggaraan admintstrast Pemerintahan
Desa dan Pemerintahan Umum;

b. penyusun program dan penyelenggaraan pehgm!ministrasian
pemerintahan dan perlindungan masyarakat,

c. pembantu pelaksana tugas di bidang administrasi pungutan pajak,
pectribugl dan pendapatan lain-lain,

d. penyusun program dan pen,ga&hninistmsian di bidang kependudukan
dan catatan sipil;

e. penyusun rencana dan pf:l-:&sana. adminisirasi penyaluran bantnan
kepada masyarakat akibat hencana alam dan bencana lainnya

f pengoempul bahan-bahan rapat Eepala Desa

g pelaksana ingas Jain vang diberikan oleh Sekretaris Desa.






Pasal 11

(1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana,

mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di

bidang pembangunan desa dan kesejalderaan sosial.

(2) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada ayat (1), Fepala Urusan

Pembangunan mempunyat fungsi sebagal ¢

a.

e

penyusun program dan penyelenggara administrasi pembangunan di
desa

penyusun  program dan pembimbing di bidang admimstras:
perckonomian, distribusi dan produksi |

penyusun program dan pelayan masyarakat di bidang adminstrasi
perckonomian pembangunan |

penvusun program dan pelaksana kegtatan penmgkatan swadaya dan
partisipasi masyarakat |

penvusun program dan pembantu pelaksanaan  koordinasi
pembangnnan dan pemehharaan sarana dan prasarana fisik i
lingkungan desa ;

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 12

(1) Kepala Urusan Umum mempunyvai fugas melakukan ketatausahaan,

kearsipan, kepegawaian, kevangan, perlengkapan dan rumah tangga.

{2) Dalam menvelenggarakan fugasnva tersebut pada avat {1}, Kepala

Urusan Umum mempunyat fungst sebagat ¢

a.  penvusun program dan penvelenggara ketatausahaan;

b.

penvusun program dan penvelenggara kearsipan;






penyusun program dan pelaksana administrasi kepegawaian ;
penyusun program dan pelaksana administrasi perlengkapan dan
inventaris desa;

penyusun program dan pelaksana urusan rumah tangga sekretariat
desa |

pelaksana tugas lain vang diberikan Sekretaris Desa.

Pasal 13

l (1) Kepala Urusan Fesejahteraan Rakvat mempuny al fugas menvisun

rencana, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan di

bidang kesejahteraan sosial.

{2) Untuk menyelenggarakan fugas tersebut pada ayat (1), Eepala Urusan

Fesejahteraan Rakyat mempunyai fungst sebagat :

a

d.

penyusun program dan pelayan masyarakat di bidang administrasi

kesejahteraan sosial;

penyusun  program  dan pembina dalam bidang adminisfrasi
cagamaan, Heluarga Bereucana, keschatan dan pendidikan

masyarakat ;

penyuson program dan pembantu administrasi pengumpulan zakat,

infak dan shodagoh;,

penvusun program dan penyelenggara admimstrast di bidang

kesejahteraan sosial;

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.






D Pasal 14

(1) Eepala Urusan Feuangan mempunyai tugas melakukan adminisiras:
pengelolaan keuangan desa yang meliputi pengelolaan sumber
pedapaian dan pengembangannya. '

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagatmana tersebut pada ayat (1), Kepala
Urusan Fevangan mempunyai fungst sebagai |
a pencatat penghasilan Fepala Desa dan Perangkat Desa ;

b. penyusun program dan evaluasi sumber pendapatan Desa;
. ¢. penvusun kegiatan administrasi keuangan Desa
d. pelaksana tugas lain yang dibertkan Sekretaris Desa

Pasal 15

Pembantu Eepala Urnsan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Eepala
Urusan yang bersangkutan.

Pasal 16
Penggabungan tugas-mgas Fepala Urusan bagi Desa yang menetapkan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kurang dari 5 (lima)
. Fepala Urussn ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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Bagian Ketiga.
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 17

(1) Pelakeana Teknis Lapangan bertugas membantu Fepala Desa sesuai
bidang-bidang tertentu.

(2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi sebagai Pelaksana
Tugas Fepala Desa dalam bidang tertentu.

(3) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1}
dizesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

Bagian Eeempat
Fepala Dusun

Pazal 18

Kepala Dusun mempunya tugas membantu FKepala Desa
menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah bagian Desa
sesual dengan ketentuan yang berlaku
Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1), Kepala
Dusun mempunyai fungst sebaga :
a.  pembantu tugas Kepala Desa di wilayahnya ;
b. pelaksana tugas pemermfahan, pembangunan dan kemasyarakatan
serta ketentraman dan ketertiban di wilayahnya ;
¢. pelaksana keputusan dan kebyslon Kepala Desa di walayshaya ¢
d. pembina swadaya gotong rovoung di wilayalinya,
penvuluh program pemerinfah di wilayahnya ;






f.  pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BABIV
TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan fogas dan  kewajibannya Fepala Desa
bertanggung jewab kepada rekyal melalw BPD dan menvampaikan
laporan pzlaksanaan tugasnva kepada Bupati melalm Camat.

{2} Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Flepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya

sekali dalam 1{satu) talun pada setiap akhir ishun anggaran.
Pasal 20

{1} Dalam menjalankan fugas dan fungsinya Sekvetaris Desa bertanggung
jawab langsung kepada Fepala Desa

(2} Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung
jawab kepada ¥Flepala Desa melalui Sekretaris Desa

{3) Dalam menjalankan fugas dan fungsinya Pembantu ¥epala Urusan
bertanggung jawab langsung kepada Fepala Urusan.

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Urusan Pelaksana Teknis
Lapangan bertanggung jawab langsung kepada Fepala Desa.

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung
jawsh langsung kepada Kepala Desa.






Pasal 21

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat

Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.
Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugasnya Fepala Desa berkewapban mengadakan
pengawasan terhadap Perangkal Desa.

BABY
MUTASIPERANGKAT DESA

Paszal 23

(1) Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa
dengan persefujuan BPD dapat melaksanakan mutasi bagi Kepala
Urusan, Pewbantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun  sesua
kemampuan bidang tugasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

{2) Mekanisme pelaksanaan dimakend ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Desa.






BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih

lanjut oleh Bupati sepanjang mengenal pelaksanaannya.
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerfa Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26
Peratuwran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
ya dalam Lembaran Daerah

Peraturan Daerah ini dengan pensmpatann
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH



L ¥



Diundangkan di Kebumen
Pada tangeal 22 Maret 2004

Peulbma Utama Mu(‘i}z
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2084
NOMOR 12






